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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pamugih dalam pembatalan pertunangan
perspektif hukum Adat dan hukum Islam dengan studi kasus di Desa Bangsereh,
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pamugih yaitu sebagai
tanda pemberian dalam proses pertunangan yang mempunyai arti sosial yang kuat
dan kultural dalam masyarakat di Desa Bangsereh. Sehingga ketika terjadi
pembatalan pertunangan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait hukum
dan sosial dalam pamugih serta dampaknya terhadap kehormatan pihak perempuan.
Maka dari itu fenomena kasus terkait hal tersebut menarik untuk dikaji, sehingga
tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif masyarakat di Desa
Bangsereh terkait status kepemilikan pamugih serta perbedaan hukum perspektif
hukum Adat maupun hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang berdasar studi lapangan (field
research) dengan pendekatan usul figih yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif.
Kerangka teori yang digunakan adalah teori maqasid al-syari‘ah hifz al-‘ird dengan
memenuhi tujuan syari‘at khususnya memelihara kehormatan(hifz al-‘ird), untuk
menilai kesesuaian praktik adat dengan nilai hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamugih dalam hukum Adat di Desa
Bangsereh bukan semata-mata tidak dikembalikan ke pihak pemberi, akan tetapi
melihat dari alasan-alasan yang ada. Dimana berfungsi untuk menjaga martabat dan
kehormatan keluarga serta pihak perempuan, yang sejalan dengan tujuan maqasid
al-syari‘ah dalam menjaga kehormatan manusia. Penelitian ini terdapat perbedaan
dalam hukum Adat dan hukum I[slam yang memerlukan harmonisasi agar keadilan,
kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehormatan para pihak dapat terjaga.
Dalam perbedaan pandangan antara keduanya dalam kasus pamugih tidak terletak
pada boleh tidaknya pengembalian dilakukan, namun pada tujuan hukum yang
diutamakan. Hukum Islam lebih menekankan pada aspek hak kepemilikan harta,
sedangkan hukum, Adat, lebih pada - perlindungan. kehormatan dan martabat
perempuan. Praktik' int tidak ‘bertentangan' dengan hukum Islam justru sejalan
dengan tujuan utama maqasid al-syar-ah.

Kata kunci: pamugih, hukum Adat, hukum Islam, kehormatan.



ABSTRACT

This study discusses pamugih in engagement cancellations from the
perspective of customary law and Islamic law, using a case study in Bangsereh
Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency, Madura. Pamugih is a gift
given during the engagement process that has strong social and cultural
significance in the community of Bangsereh Village. Therefore, when an
engagement is canceled, it often causes problems, particularly related to the legal
and social aspects of pamugih and its impact on the honor of the woman. Thus, the
phenomenon of cases related to this issue is interesting to study. Therefore, the
purpose of this study is to determine the perspective of the community in Bangsereh
Village regarding the ownership status of pamugih and the differences between the
perspectives of customary law and Islamic law.

This research is qualitative in nature, based on field research with a
descriptive-analytical-comparative approach to wusul figh. The theoretical
framework used is the theory of magasid al-syari‘ah hifz al-‘ird by fulfilling the
objectives of sharia, particularly maintaining honor (hifz al-‘ird), to assess the
compatibility of customary practices with Islamic law values.

The results of the study show that pamugih in customary law in Bangsereh
Village is not simply not returned to the giver, but rather is considered based on
existing reasons. It serves to maintain the dignity and honor of the family and the
woman, which is in line with the objectives of maqasid al-syari‘ah in maintaining
human dignity. This study found differences between customary law and Islamic
law that require harmonization in order to maintain justice, benefit, and protection
of the honor of the parties. The difference in perspective between the two in the case
of pamugih does not lie in whether or not the return is permissible, but in the
primary purpose of the law. Islamic law emphasizes the aspect of property rights,
while customary law emphasizes the protection of women'sthonor and dignity. This
practice-does not.contradict.Islamic law butis in line with.the main objectives of
magqasid al-syari ‘ah;

Keywords: pamugih, customary:law, Islamic law, honor.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan dalam agama Islam dapat terwujud dengan sempurna, jika
melalui suatu proses yang sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan dalam agama.
Proses yang akan dilakukan sebagai pendahuluannya adalah khitbah atau dikenal

oleh masyarakat adat Madura dengan istilah abhekalan (pertunangan).

Khitbah atau pertunangan adalah pernyataan atau permintaan seorang laki-
laki terhadap seorang perempuan yang bukan mahromnya untuk dijadikan istri,
dengan cara-cara yang lumrah berlaku di masyarakat. Tujuan khitbah yaitu saling
kenal-mengenal masing-masing calon suami istri sehingga keduanya akan faham
karakter pasangannya.' Pertunagan di masyarakat adat biasanya ditandai dengan
pemberian cincin perhiasan atau sejumlah uang dan sesuatu lainnya yang disebut
dengan pamugih, sebagai status pengikat posisi hubungan seseorang dengan orang

lain, agar tidak ada yang dapat merebut wanita yang sudah dilamar.

Adapun terjadinya khitbah hanya sebatas perjanjian yang tidak mengikat.
Oleh karenanya, kedua belah pihak calon suami istri bisa membatalkan pertunangan

dengan atau tanpa alasan, baik datang dari pihak laki-laki atau perempuan karena

! Soraya Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat
Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf”, El-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga, Vol. 5:1 (2022), hlm. 117.



itu adalah hak keduanya.? Pada umumnya pertunangan yang batal adalah bentuk

sumber masalah dari penurunan martabat kekeluargaan.

Pamugih merupakan bentuk rasa kesungguhan seorang calon suami kepada
calon istri untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih serius (pernikahan), yang di
istilahkan sebagai “patakotan se ekebey tandheh e bhendung se bhedeh rebbhenah
mikle tak eyarek oreng” Namun, status pemberian tersebut bukan sebagai mahar
melainkan hadiah. Salah satunya di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar ketika
terjadi pembatalan maka akan mengakibatkan masalah yang muncul terkait

pamugih tersebut.

Pamugih dalam pembatalan khitbah dalam Islam tidak dijelaskan secara
tegas, penerapan dalam Mazhab Syafi’l ketika berniat untuk menikahi maka
pemberi boleh mengambil kembali seserahan tesebut, bahkan jika barang tersebut
rusak atau hilang maka harus diganti dengan yang setara nilainya, sebab
Pengembalian seserahan dalam hukum Islam tujuannya untuk menjaga keadilan
dan menghindarijpengambilan ‘hartal tanpa haki karéna pertunangan dalam Islam
hanya bersifat sementara, jika seserahan tetap dimiliki oleh pihak penerima padahal
pernikahannya tidak jadi dilaksanakan, tal tersebut dipandang bisa merugikan
pihak yang melamar secara materi. Berbeda dengan tradisi masyarakat Kecamatan
Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura, mereka beranggapan terdapat pihak

yang di rugikan baik dari segi sosial dan martabat keluarga. Masyarakat adat di sana

2 Faiz Ridlo Himamul Wafa, “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat
Madzhab Syafi’l dan Madzhab Hanafi”, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6:1
(2021), hlm. 53-54.

3 Ibid.



memiliki kebiasaan, bahwa pamugih yang diberikan kepada pihak perempuan tidak

dikembalikan, sebab pamugih itu sebagai tanda penghormatan kepada perempuan.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, pamugih dalam pembatalan
pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan
Madura memiliki perbedaan dengan pandangan hukum Islam seperti yang telah
disebutkan. Untuk itu, perbedaan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan peneliti

tergerak untuk mengkaji permasalahan ini.

Rumusan Masalah
Dari penjelasan perbedaan yang telah disebutkan di latar belakang, Fokus
penelitian ini memuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa alasan terkait status kepemilikan pamugih dalam pembatalan pertunangan
menurut pandangan masyarakat adat di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar
Kabupaten Pamekasan Madura?

2. Bagaimana perspektif hukum Adat dan hukum Islam terkait status pamugih
dalam pembatalan [pettunangan di Desa, Bnagsereh Kecamatan Batumamar

Kabupaten Pamekasan Madura?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memberikan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah
yaitu;
1. Untuk mengetahui alasan terkait status kepemilikan pamugih dalam
pembatalan pertunangan menurut pandangan masyarakat adat di Desa

Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.



2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Adat dan hukum Islam terkait
status pamugih dalam pembatalan pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan

Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru serta
memperkaya bahan teori mengenai pandangan hukum Adat dan hukum Islam
terkait pamugih dalam pembatalan pertunangan di Desa BangserehKecamatan
Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat
menjadi bahan referensi serta objek para akademis untuk mengembangkan

penelitiannya.

2. Praktis

Hasil penelitian-ini-di harapkan dapat, memberi wawasan yang lebih luas
bagi peneliti, dan bagi masyarakat atas dasar pengetahuan terkait pamugih dalam
pembatalan pettunangan perspektif hukum Adat maupun hukum Islam. khususnya

di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

E. Telaah Pustaka
Berhubung penelitian terkait masalah pamugih banyak yang sudah
membahas, namun tidak ada persamaan terkait studi kasus yang terjadi di

Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura. Sejauh ini, penelitian



sebelumnya hanya dijadikan alat untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat

hasil penelitian ini. Berikut dari hasil penelusuran penulis:

Pertama, Skripsi Anisa’ Rahmawati, mahasiswa jurusan Hukum Ieluarga
islam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2024. Penelitiannya berjudul
“Pengambilan Barang Seserahan Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Madzhab
Imam Maliki dan Imam Syafi’l (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo)”.* Hasil penemuan ini mempunyai kesamaan dengan
penelitian penulis dari segi pengembalian barang tanda lamaran, namun letak
perbedaannya terkait teori tinjauan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii
sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Adat. Selain
itu, berbeda dari tempat penelitiannya dengan penulis, dimana dilakukan di

kabupaten ponorogo, sedangkan penelitian penulis di kabupaten pamekasan.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan dalam
Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau dari segi ‘Urf”,
ditulis oleh Soraya/‘Devy pada tahun 2022.° Penelitiancini punya kesamaan dalam
pembahasan Konsekuensi pembatalan. pertunagan, . dan hasil penelitiannya
menyimpulkan' terkait konsekuensi' dalam tradisi. masyarakat Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya, dimana pengembalian sebab batalnya pertunangan dengan

membayar emas mahar bagi yang membatalkan dan itu sebagai dendanya.

“Anisa’ Rahmawati, ‘“Pengembalian Barang Seserahan Akibat Pembatalan Khitbah
Mennurut Madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi’l (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, IAI Negeri Ponorogo (2024), hlm. 5.

5 Soraya Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan ...... , hlm. 117.



Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amar Razin Bin Rusli pada
tahun 2023, dengan judul “Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan(Studi
Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Kitab Al-Mughni)”.® Persamaan
penelitian ini terdapat pada hukum menarik kembali pemberian pertunagan, Dan
letak perbedaannya pada perspektif perbandingan kitab tuhfatul muhtaj dan kitab
al-mughni sedangkan penelitian penulis mengambil perspektif hukum Islam dan
hukum adat. Selain itu perbedaannya dari jenis penelitian kepustakaan atau /ibrary
sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian
ini adalah penarikan kembali barang seserahan khitbah terletak pada penentuan
barang seserahan tersebut. Jika dianggap sebagai mahar maka tidak boleh menarik

kembali.

Keempat, Jurnal Hukum Keluarga dengan judul ‘“Pengembalian Tanda
Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Figh, Undang-
undang dan Adat Aceh)” ditulis oleh Analiansyah dan Muhammad Igbal pada tahun
2018.7 Persamaanipeneliti yaitu pada objeK pembahasan/tentang pengembalian
tanda pertunagan, sedangkan pembedanya penelitian tersebut menganalisis fatwa
majelis Permusyawaratan Ulama, sedangkan pembahasan peneliti hanya untuk

mengetahui pandangan masyarakat adat terkait status barang setelah pembatalan

¢ Muhammad Amar Razin Bin Rusli, “Hukum Menarik Kembali Pemberian

Pertunangan(Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Kitab Al-Mughni)”, Skripsi,
UIN Ar-Raniry Darusslam Aceh (2023).

7 Analiansyah dan Muhammad Igbal, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal
Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Mahar Dalam Perspektif Figh, Undang-undang dan Adat Aceh)”, El-Usrah: Jurnal Hukum
Keluarga, Vol.1:2 (2018).



pertunangan. Hasil penelitianya yaitu bahwa fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Figh, Undang-Undang dan Adat Aceh
dikeluarkan dengan sebab praktek pemberian mahar dan terdapat beragam
pandangan masyarakat tentang mahar, khususnya dalam pengembalian tanda
pertunangan karena gagal pernikahan. Oleh sebab itu, fatwa mahar dipandang perlu

untuk ditetapkan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Igbal, yang berjudul
“Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong
Sawang Il Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), UIN AR-RANIRY pada
tahun 2023.®> Membahas tentang praktek denda akibat pembatalan khitbah dari
pithak perempuan, yang mana kesepakatan para pihak mengenai denda yang
harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, tidak langsung
dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk
mengumpulkan. Namun ketika lewat dari 1 bulan maka akan diselesaikan
dengan pihak adat Gampong. Penelitian penulis berbeda yaitu konsekuensi
pembatalan pertunangan pada pemberian seserahan baik yang membatalkan

dari pihak manapun.

Keenam, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam, dengan
Judul “Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Penarikan Harta Pemberian Dalam

Tunangan yang Batal (Studi Kasus di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah

8 Muhammad Igbal, “Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi, UIN AR-
RANIRY (2023).



Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”, penulisnya Adam Idris dan Mawardi Mawardi
pada tahun 2023.° Persamaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan
pandangan Hukum Islam, dan hanya terbatas pada satu pandangan dari hukum
Islam. sedangkan penelitian penulis berpatok pada pandangan dua hukum dari

hukum Islam dan hukum Adat.

Kerangka Teori

Dalam menganalisis sebuah permasalah peneliti perlu adanya alat dalam
membedah masalah-masalah yang terjadi di Desa Bangsereh Kecamatan
Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Kerangka teori merupakan alat untuk
menerangkan dan menjelaskan dengan spesifik mengenai peristiwa yang terjadi di
masyarakat. Penulis menggunakan teori yaitu maqasid al-syari‘ah.

Dalam hal ini penggunaan teori maqasid al-syarT‘ah sesuai dengan realita di
masyarakat yang sangat memerhatikan akan kehormatan sesama atau dalam
menjaga agama, harta, keturunan, lingkungan, dan akal.

Dalam kajian hukum Islam maqasid al-syari‘ah dijadikan landasan untuk
konsep penjagaan, perlindungan, dan.pembangunan serta pengembangan. Maqasid
secara etimologi merupakan “maksud, sasaran, prinsips; niat, tujuan, dan tujuan

akhir”, dan lain-lain. Menurut Jasser Auda, secara terminologi maqasid sebagai

® Adam Idris dan Mawardi Mawardi, “Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Penarikan
Harta Pemberian Dalam Tunangan yang Batal (Studi Kasus di Desa Kandang Kecamatan Tebo
Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga
Islam, Vol. 4:1 (2023).



pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Maqasid menurut
sejumlah teoritik hukum Islam disebut pernyataan alternatif untuk maslahah.!”

Magqasid al-syari’ah meliputi beberapa tingkatan: al-daririyyah
(keniscayaan), al-hajiyyah (kebutuhan), dan al-tahsiniyyah (kemewahan).dan para
ulama juga membagi al-daririyyah kedalam lima hal: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz
al-mal, hifz al-‘aql, hifz al-nasl serta ada penambahan oleh ulama fiqih dengan Aifz
al-‘ird, yang kemudian akan menghasilkan maslahah, dimana tujuan akhirnya
adalah keseimbangan kebutuhan dunia akhirat. Dengan terpenuhi maqasid al-
syari‘ah (kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan)
merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan.'!

Kemaslahatan dalam pandangan Al-Gazzali adalah memelihara tujuan
syariat/hukum Islam (magsid al-syari‘). Maslahat tidak dapat menjadi hujjah
apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu maslahah harus sejalan dengan penetapan
hukum Islam, dan kedudukan maslahah tersebut dalam tingkatan darurat atau pada
tingkatan di bawahnya (hajiyyah dan tahsiniyat) yang di dukung dengan dalil.!?
Sesuai dengan pemaparan teori di atas_dalam menjelaskan alasan dan

pandangan dari hukum'Islam dan hukum Adat terkait pamugih dalam pembatalan

pertunangan dapat di jadikan pisau analisis untuk mencapai penelitian penulis ini.

10 Jasser Auda, Magqasid Al-Shariah A Beginner's Guide, (London: The International
Institute of Islamic Thought, 2008), him.1.

' Muhammad Igbal Fasa,“Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis
Pendekatan Sistem Jasser Auda”, HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13:2, (2016). hlm. 220-
221.

12 Ibid. hlm. 9.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pamugih dalam
pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam studi kasus di
Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar yaitu berdasar studi lapangan (Field
Research), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan
mengambil data yang ada di lapangan,'® dan dipadukan dengan penelitian library
reserch (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal, ataupun
penelitian yang sebelumnya.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis-
komparatif. Peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat
terkait fakta-fakta yang ada di masyarakat serta objek yang berhubungan antar
permasalahan yang akan diteliti." Dalam penelitian ini berarti mendeskripsikan
mengenaipandangan antar hukum Adat dan hukum Islam mengenai pamugih dalam
pembatalan pertunangan.

Selain mendeskripsikan fenomena yang akan diteliti, penulis akan
melakukan analisis terkait perincian pandangan mengenai pamugih dalam
pembatalan pertunangan. Kemudian penelitian ini perlu mengkomparasikan kedua

perspektif dari hukum Adat dan hukum Islam tentang perbedaan kedua pandangan

13 Suharismi Arkunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarssoto, 1995), hlm. 58.
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.
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tersebut.!®

Sehingga memperoleh pemahaman serta pengetahuan mengenai
perbedaan dan persamaan dari kedua pandangan yang di komparasikan.
3. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan teori dan fokus penelitian pada pamugih dalam pembatalan
pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam (Studi Kasus di Desa
BnagserehKecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura). Maka
penelitian ini menggunakan pendekatan usul figih.
4. Sumber Data
Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data,
yaitu:
a. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat
penelitian, atau informasi aktual terkait penelitian tersebut.'® Sumber ini merupakan
hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
serta pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Bangsereh Kecamatan
Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan penunjang untuk data tambahan yang
dapat memperkuat data primer.!” Data ini diperoleh dari buku, artikel, skripsi dan

jurnal yang berintegrasi dengan penelitian yang dilakukan.

15 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
hlm. 267.

16 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991). him. 87-88.

17 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998). him.
85.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam konteks ini, teknik wawancara sangat berpengaruh penting untuk
mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antar peneliti dan responden, yang
meliputi dari dua tokoh agama, tiga tokoh masyarakat adat dan tiga tokoh pelaku.
Wawancara yang dilakukan secara tatap muka atau dilakukan melalui media online
yang bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat adat mengenai topik
pamugih dalam pembatalan pertunangan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi memberikan sejumlah informasi yang dapat berupa
catatan tertulis, foto, video, atau berbagai bentuk media lainnya. Dengan teknik
dokumentasi peneliti sangat mudah untuk mengakses informasi yang mungkin tidak
diperoleh ketika wawancara atau observasi, dan sebagai alat untuk mendapatkan
gambaran yang lebih komprehensip tentang penelitian.
6. Analisis Data

Setelah-data-data terkumpulkan baik dari wawancara, dokumentasi, perspektif dari
hukum Islam dan hukum Adat kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data.
Analisis yang digunakan yaitu analisis normatif-empiris dengan menggunakan teori
maqasid al-syari‘ah diantaranya dengan hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-
nasl, hifz al-mal, hifz al- ‘ird guna mendapatkan kesimpulan terkait topik pamugih

dalam pembatalan pertunangan.
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Analisis normatif-empiris merupakan alat untuk menilai konsistensi antar
hukum Adat dengan hukum Islam mengenai praktik yang ada, dan menganalisis
secara empiris bagaimana memahami masyarakat dalam menerapkan hal tersebut.
Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian ini perlu dalam membagi pembahasan ke
beberapa bab, agar sistematis dan mudah untuk di pahami. Maka peneliti
membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas secara umum mengenai penelitian penulis berupa
pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi serta sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis
objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan secara rinci terkait pandangan
pamugih dalam pembatalan khitbah dengan analisis teori maqasid al-syari‘ah.

Bab Ketiga, Membahas tentang objek penelitian mengenai perspektif
hukum Adat dan hukum Islam terkait pamugih dalam pembatalan pertunangan di
Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

Bab Keempat, Membahas mengenai analisis dari beberapa alasan terkait
status kepemilikan pamugih dalam pembatalan pertunagan menurut pandangan
masyarakat adat di Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

Bab Kelima, Merupakan bab pembahasan terakhir serta penutup dari
penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari jawaban mengenai pertanyaan yang ada
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dalam rumusan masalah, dengan menggambarkan keseluruhan tentang hasil
penelitian. Kemudian bagian akhir berisi saran yang dapat membantu peneliti dalam

penelitian selanjutnya.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh

penulis terkait pamugih dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat

dan hukum Islam (studi kasus di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar

Kabupaten Pamekasan), bab ini adalah pembahasan terakhir yang dapat

disimpulkan bahwa:

I.

Alasan terkait status kepemilikan pamugih dalam pembatalan pertunangan
menurut pandangan masyarakat adat di Desa Bangsereh Kecamatan
Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura, yaitu dari kasus yang ada
kebanyakan di desa Bangsereh pamugih yang dikasih ke pihak perempuan
tidak dikembalikan dengan alasan sebagai ganti rugi dan bentuk
penghormatan kepada pihak perempuan, sebab jika pertunangan pertama
dari perempuan itu tidak diterima maka bisa menyebabkan sangkal yang
akan lama untuk mendapatkan jodoh lagi. Maka bentuk alasan dari status
pamugih di Desa Bangserch lebih menekankan pada-tujuan syari‘at yaitu
memelihara kehormatan(/ifz al- ird). Namun, ada pada satu kasus pamugih
diminta kembali dan pihak laki-laki juga mengembalikan pemberian dari
pthak perempuan, dimana dalam praktiknya lebih mencerminkan
keseimbangan antara hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al- ‘ird (menjaga
kehormatan), karena ada aspek keadilan timbal balik serta kehati-hatian

agar tidak terjadi kezaliman atas harta. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh

77
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masyarakat Bangsereh kepemilikan pamugih bergantung pada kesepakatan
dan pertimbangan kemaslahatan dengan kecenderungan pada perlindungan
kehormatan dibanding aspek materi.

. Perspektif hukum Islam terkait status pamugih bergantung pada niat
pemberiannya. Dalam pandangan Mazhab Syafi‘l, pamugih dikategorikan
sebagai hibah mu’allagah yang boleh diminta kembali jika tujuan menikah
tidak tercapai. Jika dianalisis melalui maqasid al-syari‘ah pengembalian
tidak bersifat mutlak sesuai dengan prinsip “dar’ al-mafasid mugaddam ‘ala
jalb al-masalih” Sedangkan dalam perspektif hukum Adat, pamugih tidak
semata-mata dilihat sebagai harta, melainkan simbol keseriusan,
kehormatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Praktik
pengembalian di Desa Bangsereh menunjukkan pamugih pada umumnya
tidak dikembalikan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan menjaga
kehormatan perempuan, serta penyelesaian persoalan pengembalian
pamugih dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan
mengedepankan nilai kerukunan dan_penghormatan. Maka perbedaannya
dalamkasus ini tidak terletak pada boleh tidaknya pengembalian pamugih
dilakukan, melainkan pada tujuan hukum yang akan di dapat. hukum Islam
menekankan aspek perlindungan harta(hifz al-mal) sedangkan hukum Adat
lebih menitikberatkan pada perlindungan kehormatan(kifz al-‘ird), dan
praktik yang ada di Desa Bangsereh tidak bertentangan dengan syari‘at
karena seacara substantif tetap berada dalam kerangka maqasid al-syari‘ah

dengan menyeimbangkan antara tujuan hukum keduanya.
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Saran

Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikaut:

1.

Peneliti menyarankan kajian selanjutnya dilakukan dengan cakupan
data yang lebih luas dan menggunakan teori yang lebih beragam, dengan
melihat perubahan kondisi sosial masyarakat sehingga menciptakan
penelitian yang tetap relevan yang mampu memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu selanjutnya maupun kebutuhan masyarakat.
Perlunya melibatkan lebih banyak narasumber, seperti totkoh adat,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan narasumber yang mempunyai
kasus terkait permasalahan yang akan di teliti, supaya menghasilkan
gambaran yang nyata di permukaan.

Diharapkan untuk peneliti yang selanjutnya lebih menawarkan hasil
penelitian yang dominan, jelas, serta yang sesuai dengan perkembangan

sosial masyarakat dan lebih melihat lagi dari perkembangan zaman.
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